
Catatan: 

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. 
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini 

 

 

GUBERNUR GORONTALO 

 
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan 

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan 

dibawah ini : 

 

Nama : SUDARMAN SAMAD 

Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo  
 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

 

Nama : RUDY SALAHUDDIN 
 

Jabatan : PENJABAT GUBERNUR GORONTALO 

 
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

 
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya 

sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka 

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi 

tanggung jawab kami. 

 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan 

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

 
Pihak Kedua, 

Gorontalo, 28 Juni 2024 

Pihak Pertama, 
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI GORONTALO 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (3) (4) 

1. Penataan Produk Hukum Daerah Presentase Produk Legislatif yang 100% 

  terealisasi menjadi Perda  

2 Meningkatnya Kualitas Urusan Nilai LKIP OPD B 

 Penunjang Pemerintahan OPD   

 
PROGRAM ANGGARAN KET 

 
1 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Rp. 52.912.017.849 APBD 
2 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Rp. 45.532.228.994 APBD 

 
 
 

 

Gorontalo, 28 Juni 2024 
 

 



Catatan: 

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. 
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini 

 

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024 

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI GORONTALO 

No SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET 

2024 

TARGET KINERJA 

TRIWULANAN 

PROGRAM ANGGARAN 

TW 

1 

TW 

2 

TW 

3 

TW 4 

1 Penataan 

Produk 

Hukum 

Daerah 

Presentase 

Produk 

Legislatif yang 

terealisasi 

menjadi Perda 

100 %    100% Program 

Dukungan 

Pelaksanaan 

Tugas dan 

Fungsi DPRD 

Rp. 

52.912.017.849 

2 Meningkatnya 

Kualitas 

Nilai LKIP OPD B    B Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Provinsi 

Rp. 

45.532.228.994 

Urusan 

Penunjang 

Pemerintahan 

OPD 
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DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA SASARAN 

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI GORONTALO 

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERA DEFINISI OPERASIONAL 

1. Penataan Produk Hukum 

Daerah 

Presentase Produk Legislatif 

yang terealisasi menjadi Perda 

Persentase produk hukum daerah Hukum 

Daerah Produk Legislatif usul dprd yg 

difasilitasi sampai yang terealisasi dengan 

pengajuan pembahasan oleh menjadi 

Perda panitia khusus dan pengajuan 

Fasilitasi Kemendagri melalui Kepala 

Daerah, yg diukur melalui : 

1. Memfasilitasi penetapan SK DPRD 

tentang Program Pembentukan Perda 

2. Memfasilitasi pembahasan ranperda 

oleh Panitia Khusus 

3. Memfasilitasi pengajuan Fasilitasi oleh 

Kemendagri melalui Kepala Daerah 

4. Memfasilitasi penyempurnaa ranperda 
hasil Fasilitasi oleh Kemendagri 

5. Memfasilitasi ranperda yang telah 

disempurnakan untuk ditetapkan oleh 

Kepala Daerah 

2. Meningkatnya Kualitas Urusan 

Penunjang Pemerintahan OPD 

Nilai LKIP OPD Persentase PD dengan tingkat Nilai 

SAKIP dengan kategori Baik (BB) 

Pertanggungjawaban dan peningkatan 

kinerja Instansi Pemerintah melalui 

Implementasi Sistim Akuntabilitas 

Instansi Pemerintah (SAKIP) 

 

 

Gorontalo, 28 Juni 2024 
 


